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Menata Era Baru 
Kehutanan Masyarakat
POLIC Y BRIEF
Kehutanan Masyarakat telah menjadi sasaran pembangunan di Indonesia, namun capaiannya belum 
ideal secara kualitatif maupun kuantitatif. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) tahun 2010 – 2014, ditargetkan 7,9 juta hektar hutan dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat 
untuk kesejahteraannya. Upaya tersebut ditempuh melalui skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan 
(HKm) serta Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Namun target tersebut baru tercapai 17,5 persennya saja. 
Persoalannya pelik, dari berbelitnya proses perizinan, komitmen politik pemerintah hingga kemampuan 
lembaga masyarakat untuk membuat rencana kelola dan memanfaatkan hutan sesuai aturan yang berlaku.
Secara kuantitatif, capaian skema HD dan HKm baru 38% dari target seluas 2,5 juta hektar. Hingga Desember 2014 
areal HD dan HKm yang telah ditetapkan kurang lebih 0,65 juta hektar. Tak hanya penetapan areal, untuk menikmati 
hasilnya, masyarakat masih dibebani izin usaha pemanfaatan dan pengelolaan. Luasan HD dan HKm yang telah 
memiliki izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan sekira 0,16  juta hektar saja, hanya 6,3% dari target.
Telaah FKKM1  atas data HTR di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, areal yang telah dicadangkan 
baru dimanfaatkan 0,19 juta hektar atau 26,77% saja. Hingga September 2014 telah dicadangkan 0,72 juta hektar 
areal hutan produksi untuk HTR, dari target RPJMN 2010-2014 seluas 5,4 juta hektar. 
Bagi rakyat di sekitar hutan, apapun skema Kehutanan Masyarakat baik HD, HKm dan HTR tak jadi soal. Begitu pula 
status kawasan hutannya, milik negara atau milik adat. Namun jelas, jika berada di kawasan milik masyarakat hukum 
adat maka selayaknya bukan lagi HD/HKm/HTR, tetapi harus dirubah menjadi hutan adat, karena hutan adat bukan 
lagi hutan negara sesuai Putusan MK No.35 tahun 2012.
1 Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat
Hutan lestari
Masyarakat sejahtera
Andhik a Vega Praputra ,  Muhammad Al i f  K .  Sahide dan Andr i  Santosa
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Kebanyakan masyarakat belum 
memahami skema-skema kehutanan 
masyarakat dan seringkali terindikasi 
tidak tepat sasaran. Temuan TLKM1 di 
lapangan, terdapat kawasan berizin 
HTR yang mangkrak di Muna, Sulawesi 
Tenggara. Ditengarai masyarakat 
pemegang izin berasal dari luar 
daerah, jauh dari kawasan hutan. 
Konon, kelompok tani yang diduga 
fiktif itu diketuai oleh tokoh legislatif 
provinsi.
Pada skema HTR juga ditemukan 
kasus penyelewengan. Di Kolaka 
Sulawesi Utara, puluhan hektar 
kawasan berizin HTR terindikasi 
lebih dulu dijual oknum. Sehingga 
pemegang izinnya tidak dapat 
mengelola hutan yang lebih dulu 
dikuasai pihak lain. 
1 Tim Layanan Kehutanan Masyarakat, Fakultas 
Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar
Tak melulu buruk, kehutanan 
masyarakat juga bisa menopang 
penghidupan pengelolanya. Seperti 
HKm Pipikoro, di Kabupaten Sigi 
Sulawesi Tengah yang memiliki 
beragam potensi komoditas dari 
kawasan seluas 2.600 hektar. Per 
tahunnya, HKm pipikoro bisa 
menghasilkan rotan sebanyak 150 
ton, gaharu 0,5 ton serta kopi 25 ton.
Potensi produk hutan yang dikelola 
masyarakat juga besar. Dari kajian 
rantai nilai yang dilakukan FKKM 
di pulau Jawa, Sulawesi dan Nusa 
Tenggara, komoditas kopi dan mete 
masih menjadi produk primadona 
kehutanan masyarakat.
Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla membuat gebrakan baru 
dalam Kehutanan Masyarakat.  Pada RPJMN 2015- 2019, seluas 12,7 
juta hektar kawasan hutan ditargetkan untuk dikelola masyarakat 
melalui skema HKm, HD, HTR, Hutan Adat, Hutan Rakyat (HR), dan 
Kemitraan. Upaya tersebut diharapkan menjadi pilihan jalan keluar 
konflik tenurial yang mewarnai sektor kehutanan. Pemerintah juga akan 
mengembangkan Perhutanan Sosial, dengan target 5000 kelompok 
usaha sosial dan kemitraan hingga tahun 2019.
Hitam-Putih Kehutanan Masyarakat
RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional 
adalah landasan pembangunan yang 
akan dilakukan Presiden selama periode 
pemerintahannya.
HD: Hutan Desa 
adalah hutan negara yang dikelola oleh 
lembaga desa dan dimanfaatkan untuk 
kesejahteraan desa serta belum dibebani 
izin/hak lain.
HKm: Hutan Kemasyarakatan 
adalah hutan negara dengan sistem 
pengelolaan hutan yang bertujuan untuk 
memberdayakan masyarakat setempat 
tanpa mengganggu fungsi pokoknya. 
Hutan kemasyarakatan diselenggarakan 
dengan azas kelestarian fungsi hutan 
dari aspek ekosistem, kesejahteraan 
masyarakat yang berkelanjutan, 
pengelolaan sumberdaya alam yang 
demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas 
publik serta kepastian hukum.
HTR: Hutan Tanaman Rakyat
adalah hutan tanaman pada kawasan 
hutan produksi milik negara yang 
dibangun oleh kelompok masyarakat 
untuk meningkatkan potensi dan kualitas 
hutan dengan menerapkan pola budidaya 
yang menjamin kelestarian sumber daya 
hutan.
KPH: Kesatuan Pengelolaan Hutan
adalah suatu unit pengelolaan hutan di 
tingkat tapak sesuai fungsi pokok dan 
peruntukkannya untuk dapat dikelola 
secara efisien dan lestari
Istilah penting
Kehutanan Masyarakat diharapkan menjadi salah satu 
jalan keluar konflik tenurial
Menyongsong Era Baru 
Kehutanan Masyarakat
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Pada sisi kelembagaan, FKKM 
melihat isu kehutanan masyarakat 
selayaknya ditangani Direktorat 
Jenderal (eselon 1) khusus yang 
kredibel dan berpihak kepada 
rakyat, didukung pendanaan 
serta  sumberdaya manusia yang 
memadai. 
Catatan Pembelajaran bagi  
Kehutanan Masyarakat
Menuju 12,7 juta hektar hutan dikelola rakyat perlu dukungan para pihak. Walau target luasan tersebut  belum 
ideal, selayaknya 30 persen atau 40 juta hektar hutan dapat dikelola rakyat. Namun target luasan kehutanan 
masyarakat bukanlah segalanya, aspek manfaat perlu dicermati. Untuk mewujudkan masyarakat hutan yang 
berdaya dan sejahtera, perlu upaya serius dan kepemimpinan yang kuat dari pemerintah. FKKM mencatat beberapa 
poin pembelajaran:




Skema dan prosedur izin 
kehutanan masyarakat perlu 
disederhanakan. Kelompok 
masyarakat tidak paham cara 
mengurus izin skema  yang 
begitu beragam. Skema-skema 
seperti HKm, HD, HTR, Kemitraan, 
Desa Konservasi, dan lain-
lain, seharusnya tidak menjadi 
jargon dan proyek sektoral yang 
membingungkan masyarakat. 





khusus yang kredibel dan 
berpihak kepada rakyat, 
didukung pendanaan 
serta  sumberdaya 
manusia yang memadai.
Kehutanan Masyarakat dianggap 
“program pusat” oleh pemerintah 
daerah, sehingga tidak didukung 
optimal. Anggapan tersebut 
harus dirubah melalui insentif dan 
penghargaan untuk pemerintah 
daerah atas inisiatif / dukungan 
untuk isu kehutanan masyarakat.   
Perlu insentif dan 
penghargaan untuk 
pemerintah daerah atas 
inisiatif / dukungannya 
untuk kehutanan 
masyarakat
Pendekatan proyek serta 
sektoral juga mewarnai Kehutanan 
Masyarakat. Target luasan, menjadi 
beban dan dianggap sebagai proyek 
semata. Komoditas kehutanan 
masyarakat seringkali menjadi 
perebutan “domain” antar sektor. 
Maka perlu sinkronisasi lintas 
sektoral dan lintas level dalam 
pengelolaan kehutanan masyarakat.
Perlu sinkronisasi lintas 
sektoral dan lintas level 
dalam pengelolaan 
kehutanan masyarakat  
agar lestari dan 
mensejahterakan
Perlu peran aktif  pendamping untuk 
mendukung  kapasitas masyarakat mengelola 
hutan. Berbagai forum, LSM dan universitas yang 
selama ini mendampingi pengelola kehutanan 
masyarakat diharapkan menjadi jembatan 
kesenjangan literasi yang tampak antara sistem 
manajemen hutan modern yang serba tercatat 
dan dilaporkan, dengan kebiasaan masyarakat 
yang menggunakan pelaporan lisan. Peran 
penyuluh juga perlu dioptimalkan untuk 
memfasilitasi pengelola kehutanan masyarakat 
dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan.
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Sisi tatakelola juga perlu dicermati, 
karena berhubungan langsung 
dengan nasib masyarakat di sekitar 
hutan. Ada hampir 35.000 desa 
di dalam dan sekitar hutan yang 
menggantungkan penghidupannya 
pada hutan perlu didampingi. Sistem 
pengelolaan hutan yang rumit 
perlu disederhanakan agar mudah 
dipahami dan dijalankan masyarakat. 





pengelola hutan dalam 
mewujudkan ekonomi 
kerakyatan
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Sistem pengelolaan 
hutan yang rumit perlu 
disederhanakan, agar 
mudah dipahami dan 
dijalankan masyarakat
FKKM (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat) 
adalah forum dialog dan belajar bersama multipihak tentang 
kehutanan masyarakat. Sekretariat Nasional FKKM berlokasi di Bogor 
dan berperan sebagai pendorong gerakan menuju cara pandang 
kehutanan masyarakat di Indonesia. FKKM mendukung proses-
proses pengembangan kelembagaan kehutanan masyarakat melalui 
penyebaran informasi, pengembangan konsep, penguatan kapasitas 
dan perumusan kebijakan. 
Sekretariat Nasional
Telp / Fax: +62 251 8310396 
Email:  seknas-fkkm@indo.net.id ; seknas.fkkm@gmail.com
www.fkkm.org
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Aspek kapasitas masyarakat 
dalam pengelolaan hutan juga perlu 
menjadi prioritas pendampingan. 
Karena itu, perlu tenaga-tenaga 
yang kompeten dan konsisten untuk 
mengawal tata kelola kehutanan 
masyarakat di tingkat tapak.
Perlu tenaga-tenaga 
yang kompeten dan 
konsisten untuk 
mengawal tata kelola 
kehutanan masyarakat 
di tingkat tapak.
Ke depan, peran Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH) 
diharapkan mendukung  dan 
berpihak kepada masyarakat. 
Hal tersebut menjadi utama agar 
terjalin kerjasama  harmonis 
antara masyarakat pengelola 
hutan dengan entitas bisnis, 
untuk mewujudkan hutan lestari 
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